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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Pendapat Hukum 

Sesuai dengan penjabaran yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, 

maka untuk menjawab legal issue yang ada, dapat diuraikan pendapat hukum 

sebagai berikut : 

1. Hak-hak penduduk kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, 

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur atas ganti kerugian dan 

pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal oleh 

Perusahaan Metro Lestami ialah bahwa dalam aspek preventif, negara 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak 

mereka untuk mendapatkan ganti rugi akibat dampak pencemaran dan 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. 

Berdasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Tahun 1945; Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 145 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral  dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Pasal 87 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup; Pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian 

Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka 

penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten 

Kutai Barat, Kalimantan Timur berhak atas ganti rugi akibat rusaknya 

lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang ilegal yang dilakukan 

Perusahaan Metro Lestami, namun tidak berhak dalam hal 

mengajukan penuntutan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup 

karena yang diberikan hak penuntutan berdasarkan Pasal 92 UUPPLH 

ialah organisasi lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Cara perolehan ganti kerugian dan pemulihan kerusakan lingkungan 

akibat kegiatan pertambangan ilegal oleh Perusahaan Metro Lestami, 

penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten 

Kutai Barat, Kalimantan Timur diberikan pilihan untuk menempuh 

dua jalur penyelesaian yaitu melalui jalur non litigasi dan juga jalur 

litigasi.  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi, 

memiliki tujuan untuk mencari kata sepakat dalam beberapa aspek 

yaitu pertama tentang besaran dan wujud ganti rugi. Kedua, adalah 

wujud perbaikan area pasca pencemaran dan/atau perusakan. Ketiga, 

tentang penentuan penjaminan agar tidak terulangnya kembali 
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pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Keempat yaitu 

penentuan kegiatan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup yang mencakup langkah-langkah untuk menghindari atau 

meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dalam 

pelaksanaan proyek atau kegiatan tertentu. Penyelesaian sengketa non 

litigasi dapat ditempuh melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif 

(ADR), yang mencakup berbagai metode di luar pengadilan untuk 

menyelesaikan sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi, 

yang sering digunakan untuk menghindari proses litigasi yang mahal 

dan berbelit-belit dan memakan waktu lama, dengan fokus pada 

pencarian solusi yang cepat dan efisien. 

Sementara itu untuk penyelesaian sengketa melalui litigasi, 

gugatan dapat dilayangkan berdasarkan tiga klasifikasi yakni, gugatan 

perorangan, gugatan perwakilan kelompok atau class action, dan 

terakhir gugatan Organisasi Lingkungan Hidup yang dapat melakukan 

penuntutan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang 

illegal yang dilakukan perusahaan Metro Lestami kepada penduduk 

Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, 

Kalimantan Timur. 

B. Rekomendasi 

Setelah disusun adanya pendapat hukum sebelumnya, maka rekomendasi 

yang dapat diberikan dalam Legal Memorandum ini yaitu : 
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1. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Tahun 1945; Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 145 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  

dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang; Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 

3 dan 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup, bapak Noel Samudra beserta 

penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten 

Kutai Barat, Kalimantan Timur berhak atas ganti kerugian atas 

kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal yang dilakukan 

Perusahaan Metro Lestami.  

Namun, dalam hal penuntutan pemulihan atas kerusakan 

lingkungan yang terjadi, berdasar pada ketentuan Pasal 92 UUPPLH, 

penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten 

Kutai Barat, Kalimantan Timur tidak memiliki hak. Pihak yang 

memiliki hak untuk mengajukan penuntutan pemulihan atas 

kerusakan lingkungan hidup ialah organisasi lingkungan hidup yang 
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telah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Berdasarkan pada Pasal 85 hingga Pasal 93 dalam UUPPLH, telah 

memberikan ketentuan pilihan untuk menyelesaikan permalasahan 

kerusakan lingkungan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Perusahaan 

Metro Lestami atas kegiatan tambang ilegal yang dilakukan di 

Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, 

Kalimantan Timur. Caranya dapat melalui jalur non-litigasi atau 

melalui jalur litigasi.  

Saran yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah 

sebaiknya, bapak Noel Samudra beserta penduduk Kampung Dingin, 

Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 

dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi, dimana melalui 

jalur ini lebih menghemat biaya dan waktu yang harus ditempuh. 

Selain itu, dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi, mengacu 

pada upaya mengakhiri konflik lingkungan dengan cara yang 

memuaskan semua pihak tanpa harus melibatkan pengadilan. 

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi, terdapat pemutusan akhir 

dari sengketa melalui persetujuan tertulis antara pihak-pihak yang 

bersengketa seperti mencakup perjanjian damai, kompromi, ganti 

kerugian, atau penyelesaian lain yang secara resmi dapat mengakhiri 

konflik dan mencegah kemungkinan perselisihan di masa depan.
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